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| PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

T i SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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Memmbang g.»jibahwa mengmgat kond1s1 kurangnya ketersed1aan:

o .f,f'gum dan tenaga kepend1d1kan pada sekolah negen

L maka guna menlngkatkan kmerja : pelayanan-;*

e ,PNS dan tenaga kepend1d1kan non PNS

i .Yang layak bag1 pendldxk dan tenaga kePendldlkan
o ;‘non PNS tersebut berupa honorarlum, '

B .’fbahwa berdasarkan perhmbangan} seb:agéimana'”
fnémbentuk Przraturan Bupat1 tentang Pendldlk dan-’* =

vvekolah Negen dl ngkungan Dlnas Pend1d1kan dan o

i Kebudayaan, - L

Menglngat 'jj11_".-f'»;‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

| ngkungan Prov1n31 Jawa Tengah o )
- 2 :.Undang—Undang Nomor 20 ’I‘ahun 2003 tentangf- _ )

e S1Stemf'? Pendldlkan Nasmnal (Lembaran Negara

,-.i.v.,pend1d1kan d1 sekoIah negen dlperlukan pend1d1k non e
: b }fbahwa dlsarnplng pemenuhan kebutuhan pendxdlk', o

"vda.n tenaga kepend1d1kan non PNS d1 sekolah negen‘_: S

"v’—f'x:,}';v",Sebagalmana dlmaksud huruf a maka dlperlukan o o

d1maksud dalam huruf a dan huruf b perlu -

"Tenaga Kepend1d1kan Non Pegawa1 Negerl Slpll pada - o

ﬁjiPembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam N



e Repubhk Indone81a “Tahun 2003 Nomor | 78 o
| "','~:’_"j:5"Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1ay- _'
o ’-S"";",.Nomor 4301), ', L R ', : u
,}Undang-Undahg Nomor 23 Tahun 2014 tentang R

D Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhkv’,}.
- ‘Indonema Tahun 2014 Nomor =244, Taxnbahan"
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014: - v

’ | Nomor 5587), sebagalmana telah dlubah beberapat A

i j;v_kal terakhlr dengan Undang—Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas_:‘}f‘..ﬁ-

Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangnv'_‘:

L _'Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik o : B

o fIndone81a Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan'*‘" " |
Lembaran Negara Repubhk Indonesm 'I‘ahun 2015 gf e

"_f_”*;_'Nomor5679), T e T
.}:“Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 o
| tentang Standar Nas1ona1 Pendldlkan (Lembaranrfvj L
S fNegara} Repubhk Indone31a 'I‘ahun 2005 Nomor 41 : 11: v'

) ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm R

Nomor 4496) sebagaJmana telah dlubah beberapa;‘; ) -

kah terakh1r dengan Peraturan Pernerlntah Nomor 13

Tahun’ 2015 tentang Perubahan Kedua atas‘*"':' .
- Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 'f'..:'-».:,_’: : i

Standar Nasmnal Pend1d1kan (Lembaran Negara'ﬁ-’ﬂ, o
‘V‘Y:Repubhk Indones1a Tahun 2015 Nomor 45, “

_,'.Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa'.
Nomor 5670), S A o 3
"‘}”'lzb.-Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 o

e ,tentang Guru (Lembaran Negara Repubhk Indonesm‘ -
"""'v..:.‘:.Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
: "_;JNegara Repubhk IndoneS1a Nomor 4941) "
. ;‘;’.'sebagannana telah dlubah dengan Peraturan

'_ ‘{'v_f'“.v:Pemermtah Nomor 19 Tahun . 2017 tentang .‘
i::'_Perubahan atas Peraturan Pemermtah Nomor 74 SRRTRN

,V,_'."}Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran | Negaraf"-"

v Repubhk Indonesxa Tahun 2017 Nomor 107,‘ o
B o Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm -

”.,::“F_Nommi' 6058), O ' ' ST

. H
S

H
[
;.
t
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Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang’.
Pengelolaan dan Penyelenggaraan i. Pendldxkan: .
iv(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2010
: Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Repubhk ‘_ " }_
- Indonesm Nomor 5105) sebagaunana telah d1ubah‘
dengan Peraturan Pemermtah Nomor 66 Tahun 2010_'-"; o
:tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntahf SR
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan':- it o
',_Penyelenggaraan Pendldlkan - (Lembaran | Negara’fv; N  ,
Repubhk IndoneS1a Tahun 2010 Nomor 112 f_"*f}:f :
Ea Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:a
| *’,:Nomor5157), R LR L LRI PL U B |
.'fhPeraturan Menten Dalam : Negen Nornor 13
__‘Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan - ,:5 o
“Daerah, sebaga.lmana telah dlubah beberapa kalxlv.‘f;;
vterakhu' dengan Peraturan Menten Dalam Negeri o
':::Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua;' o
;:atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 137}:
’ Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan - |
Keuangan Daerah (Benta Negara Repubhk Indones1av,f, e
“Tahun 2011 Nomor 310), SR P
."-vPeraturan Menten Pend1d1kan dan Kebudayaan
‘Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linferitas
'}Guru dan Serﬂﬁkam, R ; _ . ” o
vPeraturan Menten | Pend1d1kan dan Kebudayaan'_”'}gf .
,'Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban KerJa Guru e
i asl | ‘Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah i
'Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pend1d1kan : B

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 o

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahunf"ff; N
” ’,"[2013 ‘Nomor 18, ‘Tambahan Lembaran Daerah"fiv‘.;f.“vi:
: Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaumana o
"}vtelah dlubah dengan Peraturan Daeréh Kabupatenvv_i}.f‘:‘:f:v_:‘:::,.?:'
o Karanganyar Nomor 2 Tahun : 2017 tentang o | o
‘Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten» L

Karanganyar Nomor, 18 Tahun 2013 tentang”

o "'Penyelenggaraan : Pendldlkan (Lembaran ~ Daerah

f’-.{Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2’,



© Menetapkan = :

1

Tambahan  Lembaran  Dacrah  Kabupaten

Karanganyar Nomor 70),‘ SR

o MEMUTUSKAN

| ,P ERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIK DAN.;," e
i - TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPILV'}
o pADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUN GAN DINAS :‘. :
| PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -

BABI ]5:' PR
KETENTUAN UMUM L

Pasal 1

-‘ -'Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan B
L Daerah adalah Kabupaten Karanganyar PN el
" 2 'Pemermtah Daerah adalah Bupatl sébagax unsurv -
X penyelenggara Pemenntahan daerah yang merrumpm L
",;pelaksanaan urusan pemenntahan Daerah otonom
.';Bupatl adalah Bupa’u Karanganyar o o
D1nas Pendldlkan dan Kebudayaan yang selanJutnya -
' dlsebut Dmas adalah Dmas Pendldlkan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar T ,} |
."»Kepala D1nas adalah Kepala Dlnas Pend1d1kan dan o
‘;’Y.Kebudayaan Kabupaten Karanganyar ' SR T
Kepala B1dang Ketenagaan adalah Kepala B1dang yang‘-? o L
mempunya1 tugas pokok penyelenggaraan urusan -
}ketenagaan pada Dmas ' . S s
.:-'v‘Sekolah Negen adalah Satuan Pend1d1kan Forrnal yangv‘;‘ R
terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negerl (TKN), Sekolah - " R
- Dasar Negen (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negen“]fﬂ Sl
(SMPN) dilingkungan Dinas.
 Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Kanak
) (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama‘j":‘f s
'v(SMP) d111ngkunganD1nas ‘ \' ’, TRV S -
. vTenaga Kependldlkan adalah anggota masyarakat yang SR

o mengabdlkan d1r1 dan dlangkat untuk menunjang

o penyelenggaraan pend1d1kan



| tutor 1nstruktur fasﬂltator dan Sebutan lam yang S

' iSesua1 dengan kekhususannya serta berpartls1pa31;"" L

Pendidik :adalah tenaga. kepen dldlkan i

, =‘berkua11ﬁka81 sebaga1 guru konselor pamong belajar ST

RN T dalam menyelenggarakan pendldxkan
‘, i 1m1n1ma1 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan :
A " sampa1 saat ini ma51h bekerja secara terus menerus |
| . .,‘dlsebut Pend1d1k Non PNS ada.lah guru yang berstatus -

Kategon II adalah Tenaga Honorer yang masa kerja}f.:_'_ .

Pend1d1k Non Pegawa1 Negen S1p11 yang selan_lumya :, RS

- kerja

o ,} f,"selanjutnya dlsebut Tendlk Non PNS adalah pegawal . . .

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangkaj}v'f_;“""',--"-.‘.

Tenaga Kependldlkan Non Pegawa1 Negen Slpll yang R

o ‘j .'::_f"yang dipeker_]akan pada satuan pend1d1kan/ Dlnas N S
L yang berstatus bukan Pegawa1 Negerl Slpll yang tenkat B
| ii_perJanJlan kerJa o R . R C
'.j-.v*- ,1‘-4-1Satuan ' Pend1d1kan : adalah kelompok layanan 8
‘v,_.;‘pendld1kan yang menyelenggarakan pend1d1kan pada
 jalur formal, non. formal dan in formal pada setxap B
"Jenjang dan_]ems pend1d1kan L ) o | -
llsz;}'-Honoranum ada]ah penghasﬂan yang dlberlkan,'fv:
o .»',kepada Pend1d1k dan Tenaga Kependldlkan Non PNS

_i,.,v:oleh Pemermtah Daerah yang berasal dari- Anggaran N

o ) Penlngkatan keSC_]ahteraan .
| '-:_’}_.xadalah Pendldlk dan Tenaga Kependldlkan Non pNS | ;.;vvvj
. yang d1angkat oleh pejabat yang berwenang SeSuar._:_:*i‘_»-‘f

Pendidik - dan Tenaga Kepen d1 dlkan eks Kategor1 IIbbf.’ R

‘v"‘i'.pendataan berdasarkan Surat Edaran Menten" L

P Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasx»{ls

: Blrokras1 Nomor 5 Tahun 20 10

B - Pend1d1k dan Tenaga Kepenchdlkan Non Pegawa1 Negem‘ TR

Kontrak Kex]a 1nd1v1du adalah perjan_uan antara BT

. Slpll dengan Kepala Dmas ketentuan dan syarat-syafat': L >

L perJanjlan kerJa

bukan Pegawa1 Negen Slp11 yang tenkat peljanpan



~ 18. Upah Minimum Kabupateh yang sélé.njutnya disingkat
| UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari
‘upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di
-Daerah

| BABIl
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 , ,
Peraturan Bupatl ini dlmaksudkan sebagai pedoman
dalam identifikasi kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan
Pendidik Non PNS dan Tendlk Non PNS serta pembenan '
 honorarium bagi Pend1d1k Non PNS dan Tendlk Non PNS
pada Sekolah Negen di Daerah

| Pasal 3
Pemberian honorarlum sebagmmana dlmaksud dalam
‘Pasal 2 bag1 Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS pada
Sekolah Negeri di Daerah bertujuan menmgkatkan
kesejahteraan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS.

_v | BAB III . |
o KRITERIA PENDIDIK NON PNS DAN TENDIK NON PNS
PENERIMA HONORARIUM

Pasal4

(1) Pend1d1k Non PNS dan Tendlk Non PNS yang dlatur di

~ dalam Peraturan Bupati ‘1n1 merupakan ‘Pendidik Non
'PNS dan Tendik Non PNS yang sudah masuk dalam
pendataan Pend1d1k Non PNS dan Tendik Non PNS pada ‘
tanggal 31 Desember 2018. v _

(2) Pendidik Non PNS dan: Tendik Non PNS sebagalmana .
dimaksud pada. ayat (1) melaksanakan pekerjaannya
- berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

(3) Tendik Non PNS sebagalmana dxmaksud pada ayat (1),
terdiri atas: ‘

a. tenaga administrasi;



* ".5 Lo

T

laboran

. pustakawan ‘

. penjaga sekolah

'}petugas keber31han dan

, *Caraka/pramukantor R RIS E
(4) Penugasan Pendldlk Non- PNS dan Tendlk Non PNS o

pada

o a Jenjang TK SD dan Sanggar Keglatan Belajar (SKB)';'-':Y’ o

o terd1r1 atas

1) guru kelas dan Guru Mata Pelajaran, - e
e 2) guru TIK ’

‘~.j3) tenaga admlrustras1 S

) pengelola perpustakaan, dan VR PN S

Dl 5) penjaga sekolah dan tenaga kebers1han

b | Jenjang SMP terdm atas:
1) guru mata pela_]aran
_:2) petugas laboratonum
. ,3) admlmstram umum, L
B ‘4) pengelola perpustakaan, -
5 adm1n1stra51 sarana dan prasarana
»:"6) adm1n1stra81 keuangan e
7) pramubhakt1,
‘8) keamanan, dan o _
"19) petugas kebersman o BRI
.".\mlayah kerJa Dmas pada kecamatan terdm atas T
1) pembantu koordinator - wﬂayah pendukung‘:"‘_ﬂ -
keg1atan admmlstraS1 pend1d1kan,}_ e T S
,‘2) caraka/pramukantor, |
;3) petuoas keamanan, dan |
»4) petugas kebersxhan ,} SN
.;Vlmgkungan kantor Dlnas terd1r1 atas

1) adm1n1stras1 anahs dan tenaga tekms fungsmnalv'_ S

pendukung keglatan

- ‘- 2) caraka/resepsmms/pramukantor/ pengemudl, .

dan

e -3) petugas Keamanan dan petugas kebers1han S



Pasal 5

(1) Pend1d1k Non PNS Wa_]lb memenuh1 persyaratan sebaga1
benkut -

a.

pendrdlkan pahng rendah Program Strata satu (S- l)
atau Dxploma v (D-IV) atau yang sederajat dan hmerv ‘

g - dengan tugas yang dlampu,

memiliki Akta IV atau sertlﬁkat pend1d1k -
usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan pahng

“tinggi 60 (enam puluh) tahun; |
. ada ikatan kontrak kerja dengan pemenntah daerah )

e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
f. tidak berkedudukan sebaga1 anggota atau pengurus

rg.

partai pohtxk dan

bertugas di Sekolah Negen di Daerah.

(2) Tenaga Admlmstrasa sebagalmana d1maksud dalam -

vPasal 4 ayat (3) huruf a, harus memenuh1 persyaratan

sebagaJ benkut

-a.

pendldlkan pahng rendah Sekolah Menengah Atas

- atau yang sederajat; .
. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan

paling t1ngg1 58 (lima puluh delapan) tahun,

. ada 1katan kontrak kerja dengan pemerintah daerah

d. tidak bermasalah dengan hukum /pihak berwajlb
o e. tidak berkedudukan sebaga1 anggota atau pengurus

. partai politik; dan |

f.

bertugas di Sekolah Negen di Daerah

(3) Laboran sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

huruf b, harus memenuh1 persyaratan sebagai berikut:

.

‘ pendldlkan pahng rendah lulusan program D1pIoma I

o1 | S
usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan

: pahng tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

ada ikatan kontrak kerja déhgan ‘pemerintah" daarah;

d. tidak bermasalah dengan hukum/ pihak berwajib;

tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus

 partai polmk dan
| bertugas d1 Sekolah Negen d1 Daerah




(4) Pustakawan Sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 4 IR

ayat (3) huruf C, harus memenuh1 persyaratan sebagaJ_*"’
berlkut | SRR IR

.‘_'5pend1d1kan pa.hng rendah Sekolah Menengah Atas': .
Catau yang sedera_]at A o o }V
. _}'us1a pahng rendah 18 (delapan belas) tahun dan' o
pahng tlnggl 58 (hma puluh delapan) tahun ,} S
S . ada i 1katan kontrak kerJa dengan pemenntah daerah 2 .
B d ;,:t1dak bermasalah dengan hukum/ plhak berwa_ub S
e. tidak berkedudukan sebaga1 anggota atau pengurus L

| "’v";fpartal pol1t1k dan

. bertugas d1 Sekolah Negen d1 Daerah

(5) Penjaga sekolah dan petugas kebersman sebagaunanar

: "dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan e, harusf’_ -

L memenuh1 persyaratan sebaga1 benkut

o a

pendldlkan pahng rendah Sekolah Menengah‘ S e
'Pertama atau yang sederaJat A | SR
b,‘us1a pahng rendah 18 (delapan belaS) tahun dan -
pahng txnggl 58 (hma puluh delapan] tahun ) 3 c L : :
. ada 1katan kontrak kerja dengan pemenntah daerah .

. tidak bermasalah dengan hukum/ p1hak berwapb | " |
e}.;_7t1dak berkedudukan sebaga1 anggota atau pengums .

| ' partai pol1t1k dan

'iv-,:f.

-_-Pasal 4 ayat (3) huruf £, harus memenuhl persyaratan,_:v

‘%,_bertugas d1 Sekolah Negen d1 Daerah B
(6] Caraka/ Pramukantor sebagalmana dlmaksud dalam, : R

- ::31,»1. vsebaga.l berlkut

A _.F:a

pendldlkan palmg rendah Sekolah Menengah Atas':j::,.‘»

o atau yang sederajat

. usia pahng rendah 18 (delapan belas) tahun danf - S
' pahng t1ngg1 58 (hma puluh delapan) tahun o
'ada 1katan kontrak kexja dengan pemenntah daerah }‘ ;ff:
d. tldak bermasalah dengan hukum / plhak berwapb i
. tidak berkedudukan sebaga_l anggota atau pengurus IS
 partai politik; dan S N
. 'bertugas dl Sekolah Negerl d1 Daerah



BAB IV
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDIDIK NON PNS DAN
TENDIK NON PNS

Pasal 6
(1) Idenhﬁkam kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendlk
- Non PNS dilaksanakan setiap tahun oleh Kepala Bidang

. Ketenagaan pada Dinas dengan melakukan pcrhi_tungan o

standar kebutuhan, jumlah Pendidik Non PNS dan .
Tendik Non PNS berdasarkan analisis jabatan, analisis -
beban kerja dan analisis kebutuhan Pendidik Non PNS |
- dan Tendik Non PNS o
(2) Hasﬂ 1dent1ﬁkasx kebutuhan Pendldlk Non PNS dan. ‘
Tendlk Non PNS sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dllaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupau untuk'} '
'mendapatkan pertunbangan dan selanjutnya ditetapkan
oleh Kepala ‘Dinas sebagai = dasar pemenuhan |
 kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS.

o 'BABV |
PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PENATAAN -
PENDIDIK NON PNS DAN TENDIK NON PNS

, Pasal 7
(1) Pemenuhan kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik

’ Non PNS dllaksanakan berdasarkan pengajuan usulan
tertulis dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas
d1serta1 dengan berkas persyaratan dan hasil evalua31 B
kinerja Pend1d1k Non PNS dan Tend1k Non PNS yang |
bersangkutan selama 1 (satu) tahun o
(2) Terhadap usulan Kepala  Sekolah sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketenagaan'
pada Dinas melakukan verifikasi yang me11put1 antara
lain kesesuaian dengan hasil identifikasi kebutuhan '
pemenuhan ‘persyaratan admmlstratxf -dan evaluasi
kmeqa Pendidik Non PNS dan 'I‘end1k Non PNS yang‘
bersangkutan. |




o f  (3) Ketentuan 1eb1h lan]ut mengenau tata cara dan formatv_} o 5
o evalua31 klnerja Pendidik Non PNS dan Tendlk Non PNS .
sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1] dltetapkan oleh o

Kepala Dmas IR

i ;:‘.(4) Pend1d1k Non PNS dan Tendlk Non PNS yang - 2
v - lidmyatakan memenuhl persyaratan berdasarkan hasﬂ ', .
. ﬁl;‘:venﬁkasx sebagmmana d1maksud pada | ayat (3) : . |
o :""‘.,x'dlsampalkan oleh Kepala Dmas kepada Bupatl untuk. “

e mendapatkan persetujuan L

Pasal 8

o (1) Dalam hal kebutuhan Pend1d1k Non PNS dan Tendlk“f‘ - ,}
o j Non PNS pada satuan pendldxkan telah terpenuh1 dan'i'
formas1 PNS maka Pendldlk Non PNS dan Tend1k Non}»"fﬂ}v e |
| PNS yang ada dapat d1p1ndahkan ke satuan pend1d1kanf{ T
o laln yang membutuhkan atau t1dak Iag1 dnkat dalam',g:
Kontrak KerJa Ind1v1du o R S
| (2) Pemmdahan Pendldlk Non PNS dan Tendlk Non PNS‘;{.]" ‘
L . sebageumana dlmaksud pada ayat (1) dllaksanakan : L

oleh Kepala Dmas dengan persetuluan Bupau i

o BABVI [
KONTRAK KERJA INDIVIDU BT

Pasal 9

(1) Pendldlk Non PNS dan Tendlk Non PNS yang tel ah
. memenuh1 persyaratan berdasarkan hasﬂ venﬁkas1 dan
':-.v:l_v:“':;';;".»‘mendapatkan persetujuan' dari Bupatl dllakukan'::':j"- |
_'I,_’peng1katan kontrak kerJa 1nd1v1du dengan Kepala o
Dmas e : | S -

(2) Kontrak Ker;a Ind1v1du sebagalmana dlrnaksud pada " |

‘ = ;;  ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan'
. dllakukan evaluas1 setzap akh:r tahun |



o

o (3) Evaluasi E sebagaimana dimaksud’ pada' ayat (1)
merupakan evaluasi ‘kinerja ‘Pendidik Non PNS dan
Tendik Non- PNS yang dilaksanakan oleh ‘Kepala

Sekolah dan menjadl -bagian dari faktor yang dinilai

dalam verifikasi usulan pemenuhan kebutuhan
Pendidik Non PNS ‘dan Tendik Non PNS sebagalmana' |

| dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

_ BAB VI
- HONORARIUM

Pasal 10

(1) Pend1d1k Non PNS- dan Tendik Non PNS dlbenkan-v

honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan
‘Daerah. - | o

* (2) Formulasi besaran Honorarium bagi Pendidik Non PNS

~ dan Tendik Nqn PNSY diatur berdasarkan masa ker_;a"

dan beban kerja, déngan ketentuari'sebagai berikut:

- a. Pendidik Non PNS yang mem111k1 kualifikasi
. pendldlkan linier dengan tugas pokok dan

memenuhi beban kerja sesuai ketentuan peraturan

perundang-uhdangan diberikan vhonor’arium ‘:dengén N

' ketentuan sebaga1 berikut:

1. masa kerja 1 (satu) sampa1 dengan 5 (hma)

o tahun sebesar 35% (tlga puluh hma persen) b
UMK; S .

2. masa kexja 6 ‘(lenz‘am) sampai dengan 10 (sépuluh)
" tahun, sebesar 50% (lima puluh persen) x UMK;
3. masa kerja 11 (sebelas) sampai dengan 15 (hma
belas) tahun, sebesar 65% (enam puluh lima

persen) x UMK;

4. masa kexja lebih dari 15 (hma belas) tahun,

, sebesar 100% (seratus persen) x UMK; dan-
- S. Pend1d1k Non PNS Kategori II diberikan palmg
- sedikit 100% (seratus persen ) x UMK.




b Pend1d1k Non PNS yang tidak memenuh1 beban kerja

 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-

diberikan honoranum sebesar Jumlah jam mengajar '4

| d1bag1 24 (dua puluh empat) dlkahkan besaran .

honorarium sebagaJmana dlmaksud pada huruf a; |

~ sesuai kategorinya. : o ' "

(3) Formulas1 besaran honorarium bag1 Tendlk Non PNS

diatur berdasarkan masa kerja dan hmentas kuahﬁkasa '

pendxdlkan, dengan ketentuan sebagai berikut: |
a Tendik Non PNS yang  memiliki kuahﬁka31 |

: ,pend1d1kan l1mer dengan tugas pokok dan fungsmya o

diberikan honorarium: v

1. ‘masa kerja" 1 (S’at’u) Savrripai »déngan 5 (lima) !

tahun, sebesar 30% (tiga puluh persen) x UMK;

2. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh)

tahun, sebesar 4"5'%_ (empat puliih lima pe,rvsen)' x

3. masa kerja 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima

belas) tahun, sebesar 60% (enam puluh puluh'

'persen) X UMK . '

4. masa kerJa Iebxh ‘dari 15 (11ma belas) tahun'

K sebesar 95% (sembllan puluh lima persen] UMK

S. v_Tendlk Non PNS Kategon II dlbenkan pahng

| | sed1k1t 100% (seratus persen)xUMK |
b, Tendik Non: PNS yang kuahﬁkasx pendldlkanya -

tldak hmer dengan tugas pokok dan fungsinya dan

memiliki masa kex]a lebih dari 1 (satu) tahun,

diberikan honoranum sebesar 26% (dua puluh enam

- persen) x UMK. | : '

c. Pendidik Non PNS dan - Tendik Non PNS yang '

mempunya1 ‘masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun

"diberikan honoranum sebesar 22% (dua puluh dua -

persen) x UMK. | v

4) Penetapan honora'fium- sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) d1cantumkan pada Kontrak Kelja--

- Individu antara Kepala Dmas dengan Pendidik Non PNS
dan Tendik Non PNS. o |




Pasal 1 1

(1) Honoranum Pendldlk Non PNS dan Tend1k Non PNS]I e

sebagalmana d1maksud dalam Pasal 10 bersumber dan" e

APBD

(2) Pendldlk Non PNS dan Tend1k Non PNS yang ;‘

o mendapatkan honoranum sebagaumana d1maksud pada”:v o

"ayat (1) dapat dlbenkan tambahan penghasﬂan lain’ ’_ ,- -

o -gf‘fyang sah sesua1 dengan ketentuan " p¢ratulfan':j

A perundang—undangan . :

BAB VIII

JAMINAN SOSIAL LT

Pasal 12

(1) Besaran honoranum Pendldlk Non PNS dan Tendlk Nonv_" o
- PNS sebagmmana d1maksud dalam Pasal 10 sudah'f_;[;'-j;,

Vl?"’jri-termasuk perhltungan pembayaran 1uran kepada":f.”-»v‘

Badan Penyelenggara Jamman Sosxal Kesehatan (BPJS -

o f,’,;[’}Kesehatan) dan/atau Badan Penyelenggara Jamman,"‘ SRR

. "Sos1a1 Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) o
(2) Besaran ' 1uran BPJS Kesehatan dan/atau BPJSY'*'

Ketenagakerjaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘_  - .

d11aksanakan ‘sesuai dengan : ketentuan ' peraturanf"v‘v,’ |

perundang—undangan  ¢ ¢-- e ' T
‘ BAB IX ,
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

o  : :(1) Momtonng dan evaluasn terhadap kebuakan C

pemenuhan Pend1d1k Non PNS dan Tendxk Non PNS B

dllaksanakan oleh D1nas

L '.:',,,(2) Momtormg dan eva.lua31 terhadap kebljakan pembenanl.if E

“honorarium Guru Non PNS dan Tendik Non PNS

dzlaksanakan oleh D1nas bersama Perangkat Daerah ’, -':5_ S

terkalt

; (3) Monltormg dan evaluasx sebagaumana d1maksud padaf

V. : ayat (1) dan ayat (2) dxlaksanakan pahng sed1k1t satu -

kah dalam 1 (satu) tahun R



o (4) Hasﬂ momtormg dan evalua31 sebagalmana dlmaksudhf';f‘,,

pada ayat (1) dllaporkan kepada Bupau melaluli,.,:__.v;};,.." .

Badan Keuangan Daerah

BABX £
PEMBIAYAAN o

Pasal 14

P Pasal 10 dlanggarkan pada

Sekretans Daerah dengan tembusan kepada Kepala‘f :

o Honoranum Pend1d1k Non PNS dan Tend1k Non PNS pada -
Dmas Sanggar Kegxatan Belajar (SKB), _TK Negerl SD_*:
IRE .;Negerl ‘dan SMP Negerl sebagmmana dlmaksud dalam"?'

v a APBD rnelalul Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),‘.": SR

Dmas dalam kelompok Belanja Langsung, dan o o

3‘ ’ftb RKAS pada Satuan Pendidikan.

' BAB XI

Pasal 15

KETENTUAN LAIN LAIN Lo

: Dengan berlakunya Peraturan Bupat1 1n1 maka Kepala-f‘f .

P :Sekolah dan/atau Kepala Dmas dllarang melakukan:'-

o J}Bupatl ini. ?. 

, BABXN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

' Peraturan Bupat1 1n1 d1tetapkan oleh Kepala Dmas

. perekrutan/pengadaan Pend1d1k Non PNS dan Tendik Non -
i '}PNS dﬂuar ketentuan yang dlatur da.lam Peraturan‘v_{,*_g,.;_ o

e .,_‘-’Ketentuan 1eb1h lanJut berkaltan tekms pelaksanaan o



r

Pasal 17

- . Peraturan Bupatl ini mula.l berlalm pada tanggal

dlundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan
pengundangkan ' Peraturan Bupati ini  dengan }
penempatannya dalam Berita Daerah ~ Kabupaten
Karanganyar. : o S

Ditetapkah di Kara‘nganyar, |
~ pada tanggal 10 Januari 2019
'BUPATI KARANGANYAR,
| otd.
JULIYATMONO

Diundaﬁgkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 20 19 , :
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
©ttd. '
SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR 5

‘Salinan sesuai dengan aslinya




